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TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN 
PEM ANGUNAN BIDANG KESEHATAN Dl TANAH PAPUA (P2KTP) 

I 

Mengingat : 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa dalam rangka program Percepatan Pembangunan Bidang 
Kesehatan Di Tanah Papua (P2KTP), perlu ditetapkan Pedoman 
Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Kesehatan di Tanah 
Papua dengan Keputusan Menteri Kesehatan; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut 
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2373); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina 
Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2374); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
K.husus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); 

6. Undang-Undang . Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
1125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3447); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Distribusi Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737); 

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009; 

11. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; 

12. Keputusan Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat I Ketua 
Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/Kep/Menko/Kesra/IV/ 
1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/PerNIII/ 
1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat 
Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan 
Tata Cara Penanggulangan Seperlunya; 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SKNIII/ 
2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans 
Epidemiologi Kesehatan; 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/ 
2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans 
Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 
Terpadu; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/PerNIII/ 
2004 tentang Pedoman Penye!enggaraan Sistem 
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 
2005 tentang Susunan Orgnisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007; 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/ 
2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 
2005-2009; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 509/Menkes/PerNI/ 
2008 tentang Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan di 
Tanah Papua (P2KTP); 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG 
KESEHATAN Dl T ANAH PAPUA (P2KTP). 

Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Bidang 
Kesehatan di Tanah Papua (P2KTP) sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua 
merupakan acuan bagi tenaga kesehatan maupun kader 
kesehatan, dalam pelaksanaan percepatan pembangunan bidang 
kesehatan di Tanah Papua, yang mencakup Provinsi Papua dan 
Provinsi Papua Barat. 

Menteri, Pemerintah Daerah, dan organisasi profesi melakukan 
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini sesuai 
dengan tug as, fungsi dan wewenang masing-masing. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

3 



I. 

I 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Lampi ran 
Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 625/Menkes/SKNII/2008 
Tanggal : 15 Juli 2008 

J:DOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN 
i BIDANG KESEHATAN Dl TANAH PAPUA (P2KTP) 
i 

A. La tar Be , akang 
Undang- : ndang Dasar 1945 pasal 28 H mengamanatkan bahwa sehat adalah 
merupak . n hak azasi man usia, hal ini memiliki arti setiap orang berhak untuk 
hid up se :ahtera lahir bath in, bertempat tingggal dan mendapat lingkungan hid up 
yang bai dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Penyedi an sarana pelayanan kesehatan untuk seluruh warga negara Indonesia 
termasu didalamnya penduduk yang tinggal di propinsi Papua dan Papua 8arat 
adalah t nggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan 
sebagai alah satu kewajiban pemerintah daerah di tanah Papua. 

Pemban unan kesehatan yang dilaksanakan sampai saat ini, ternyata dirasakan 
masih s ;ngat terbatas bagi penduduk khususnya di daerah terpencil di Propinsi 
Papua d n Papua 8arat serta daerah terpencil di tempat lainnya. Salah satu 
penyeba : adalah adanya hambatan geografi dan iklim yang menyebabkan akses 
pelayan n di daerah tersebut sulit dijangkau oleh masyarakat. 

8eberap . masalah kesehatan yang terjadi di tanah Papua diantaranya 
meningk 

1
tnya prevalensi HIV/AIDS (ketiga tertinggi di Indonesia), meningkatnya 

jumlah k ,sus malaria, dan T8C serta penyakit menular lainnya. Angka-angka yang 
dilapork r saat ini belum mencerminkan seluruh kasus yang sesungguhnya terjadi 
di Iapan ;an, mengingat kasus yang dilaporkan adalah kasus yang terjangkau oleh 
sarana p . layanan. 

Dalam u aya mengatasi masalah yang ada di Propinsi Papua dan Papua 8arat 
telah dib : at Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Propinsi , apua. Undang-Undang ini diharapkan akan dapat mengatasi masalah 
untuk m ningkatkan taraf hidup dan penegakan hak dasar masyarakat asli Papua, 
tetapi p 

1
1aksanaannya yang sudah berjalan selama 6 tahun dirasakan belum 

mencap ~ hasil yang maksimal. 

Untuk ~ngoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Prop. Papua dan 
Papua 8 rat perlu dilakukan suatu pendekatan melalui sebuah kebijakan baru 
bagi Pro . insi Papua dan Papua barat yang digariskan dalam lnstruksi Presiden Rl 
nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan 
Papua 8 ; rat yang mempunyai 5 (lima) prioritas program yaitu: 
1. Pem rtapan ketahanan pangan dan pengurangan kemiskinan 
2. Penin katan kualitas penyelenggaran pendidikan 
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3. Pen in . katan kualitas pelayanan kesehatan 
4. Penin katan infra struktur dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah 

terpe 'cil, pedalaman dan perbatasan negara 
5. Perla ·uan khusus (affirmative action) bagi pengembangan kualitas sumberdaya 

manu ia putra-putri asli Papua 

Dalam ra ' gka mendukung prioritas program percepatan pembangunan di Propinsi 
Papua an Papua Barat ini, Departemen Kesehatan menyusun kegiatan 
Percepat . n Pembangunan Bidang Kesehatan Tanah Papua yang akan 
dilaksan kan secara terpadu dan berkelanjutan. Kegiatan yang direncanakan 
tertuang alam rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. 

B. Tujuan ! 

Tujuan 

Meningk 'tnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi 
seluruh p ' nduduk. 

Tujuan :husus 
• Ters lenggaranya penemuan dan pengobatan kasus yang optimal dari 

berb ,gai penyakit menular dan tidak menular bagi seluruh penduduk secara 
berk lanjutan. 

• Ters lenggaranya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi, 
balita:dan kesehatan reproduksi. 

• Ters lenggaranya peningkatan gizi masyarakat dan perbaikan kesehatan 
lingk ,ngan. 

• Ters lenggaranya pendidikan tenaga kesehatan bagi putra-putri Papua untuk 
pem huhan dan pemerataa11 pelayanan kesehatan. 

C. Sasaran · 
Seluruh . asyarakat di Propinsi Papua dan Papua Barat. 

N, STRATEGI DAN RENCANA INTERVENSI P2KTP 

A. Kebijaka , 
Kebijaka : bidang kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya 
percepat n pembangunan di Propinsi Papua dan Papua Barat adalah: 
1. Memb: rikan dukungan bagi peningkatan akses , mutu dan sumberdaya 

pelay nan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya, serta pembangunan 
RSU sesuaiRencanalnduk 

2. Memf silitasi peningkatan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, Tuberkulosis, 
Malari , Kusta, ISPA serta penyakit tidak menular 

3. Memf silitasi peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan reproduksi 
4. Memb, rikan dukungan program peningkatan gizi masyarakat dan kesehatan 

lingku gan 

B. Strategi 
Strategi p rcepatan pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat 
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1. Peng 'atan sistem kesehatan Din as Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota, 
RSU , dan Puskesmas serta jaringannya berupa : . 
a) P 

1 
ayanan kesehatan (mobile stationer) 

b) P rempatan dokter Spesialis dan pelayanan rujukan 
c) P rguatan manajemen Dinas kesehatan/RSUD/Puskesmas 

2. Pemb: ngunan infra struktur kesehatan dan peningkatan Upaya Kesehatan 
Berb · is Masyarakat (UKBM) 
a) P mbangunan Puskesmas dan jaringannya 
b) P mbangunan RSUD (Kemungkinan tidak semua RSUD dapat 

di 'lokasikan) 
c) P mbangunan Poskesdes 

3. Pelak . anaan Mobile Clinic bagi daerah terpencil 

C. Rencana; lntervensi 
Strategi , ng ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan dituangkan dalam rencana 
jangka p .ndek dan rencana jangka panjang. Mengingat pembangunan kesehatan 
merupak n proses yang berkesinambungan. 

1. Rene 'na lntervensi Jangka Pendek 
a. Pe 1 empatan tenaga kesehatan strategis: 

• Penugasan khusus dg insentif finansial dan non finansial yang 
bersumber dari Pusat dan Daerah (optimalisasi pelaksanaan 
kebijakan yang telah ada) 

• Dokter Spesialis Residen Senior (kerjasama dengan FK) 
:• Dokter spesialis PIT, Dokter umum/gigi PIT, tenaga Bidan PIT 

b. Pe : ingkatan sarana-prasarana dan peralatan kedokteran 
c. Pe ; ingkatan kompetensi tenaga kesehatan antara lain melalui :ATLS, 

AC S, PPGD, PONEK. 
d. Pe 1 ingkatan manajemen pelayanan kesehatan 
e. Pe : ingkatan dukungan pembiayaan (Pusat), Pemda maupun 

sw sta/masyarakat. 
f. Mo ile Clinic 

2. Rene na lntervensi Jangka Panjang 
a. Pe · ingkatan pengiriman tugas belajar putra daerah terbaik untuk mengikuti 

pro· ram pendidikan Dokter, Keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya 
se :uai kebutuhan. 

b. Pe giriman tugas belajar melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis 
Be basis Kompetensi : 
• Pengiriman tugas belajar Dokter Putra Daerah yang telah bekerja, baru 

' elesai pendidikan (ya.1g akan diangkat menjadi PNS). 
• okter Pasca PIT, PNS yang telah bekerja di KTI dan bersedia bekerja 

i KTI setelah menjalani pendidikan (2 - 3 kali masa pendidikan) melalui 
rogram Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi. 

c. Me . gembangkan RSUD di Kawasan Timur Indonesia sebagai Rumah Sakit 
Afil asi/ Satelit Pendidikan serta Pengembangan kompetensi SDM RSUD 
se ra berkesinambungan (CPO) sesuai kemampuan dan kebutuhan 

d. Pe . berdayaan Masyarakat 
e. PH : S 
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Ill. RENCAN ' INTERVENSI JANGKA PENDEK 

Kegiatan re cana intervensi jangka pendek, secara umum dapat dibagi dalam 2 
kegiatan bes r, yaitu : 
1) Kegiatan obile Clinic 
2) Penguata ' sistem yang ada 

Mengingat t ' rdapat beberapa masalah kesehatan yang harus segera diatasi seperti 
masalah TB ; , Malaria, HIV/AIDS serta Kesehatan lbu, Kesehatan Anak, dan Gizi. 
Kegiatan Ti : Mobile Clinic dan kegiatan penguatan sistem pelayanan kesehatan yang 
ada merupa ' n upaya penguatan dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dan 
memanfatka · berbagai sumber daya yang ada. 

Konseptual f : me work yang digunakan adalah : 

t > ~ ,, 

,'1~-l~lf;l;l 

;r.h··ll•.lv:l'!' · 

Tim 
Mobile 
Clinic 

Adanya ha batan/masalah yang terjadi pada sistem pelayanan yang telah 
dilaksanakan di Propinsi Papua, Papua Barat memerlukan dukungan berbagai pihak 
untuk menin :katkan pelayanan kesehatan di berbagai lini seperti Desa, Puskesmas, 
Rumah Sa kit · ermasuk sistim rujukan pada daerah tersebut 

A. MOBILE LINIC 
Sebagai :atu upaya yang dilakukan untuk menjangkau masyaral.<at di wilayah 
terpencil :an mempercepat upaya menanganan masalah kesehatrm di Propinsi 
Papua da i Papua Barat (TBC, Malaria, HIV/AIDS, Kesehatan lbu dan dan Anak, 
serta Gizi) ; 
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Pelayana ini merupakan kegiatan awal yang akan diikuti kegiatan pelayanan 
rutin ole Puskesmas sebagai upaya tindak lanjut. Sambi! membangun sistim 
pelayana 1 kesehatan yang diharapkan. 

i 

I 

1. Kon ep 
a. layanan dengan menggunakan Klinik Bergerak (Mobile Clinic) dari 

k , mpung ke kampung 
b. : layanan mencakup seluruh penduduk di kampung tersebut 
c. layanan diutamakan bersifat early diagnosis dan promp treatment 

( ' rmasuk bila ditemukan kasus atau penyakit lainnya.) 
d. L ngkup pelayanan: 

a. Penyakit Menular (HIV/AIDS, TBC, Malaria dan lmunisasi) 
b. Kesehatan lbu dan Anak 
c. Gizi 
d. Promosi Kesehatan 

2. Tena a 
Dihar , pkan pelaksanan team mobile clinic yang berasal dari tenaga lokal terdiri 
dari: 
• 1 :ookter, 
• 1;Bidan, 
• 1 'Perawat, 
• 1 Laboran, 
• 1 Gizi/survailance atau Petugas kesehatan lainnya 
• ,itambah dengan 1 tenaga dokter BSB sebagai pendamping 

3. Alat 'an bahan yang dibutuhkan : 
a. ' Alat dan reagen Laboratorium (HIV/AIDS, TBC dan Malaria) 
b. · Obat program 
c. , Peralatan pemeriksaaan KIA 
d. · Peralatan pemeriksaan Gizi 
e. · Obat dan bahan (habis pakai, kontaklmakanan pendamping ASI) 

4. Pola . erja 
a. S ,tiap kampung dikunjungi dua kali dalam tiga bulan sesuai dengan rute 

. ng telah ditetapkan. 
b. P :nemuan kasus (Cakupan seluruh penduduk) 

• . AIDS: 3 rapid test 
• ' TB: rapid test 
• · Malaria: Active case finding 
• KIA: Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, Neonatal, Pemeriksaan 

Bayi dan Balita 
Pemeriksaan kesehatan lainnya 

c. T 1 alaksana kasus yang ditemukan 
d. Pr ; mosi (KIE & Konseling) 
e. R Jukan 

5. Pelat han/ pembekalan tenaga mobile clinic 
Pelati an tenaga mobile clinic dilakukan secara regional di Provinsi Papua dan 
Papu , Barat dengan materi dasar : 
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Dasar-dasar Survival 
Penanganan Kasus Gawat Darurat 

• Penanganan Penyakit Menular (HIV/AIDS, TBC, Malaria, Frambusia) 
• Pelayanan Kesehatan lbu, Bayi , Balita 
• : Tatalaksana Kasus Gizi 
• Promosi Kesehatan 

Kerja sama tim 

6. Prose ur Pelaksanaan 
a. Ka · upaten/ kota membentuk 2 tim Mobile Clinic. 

1) Tugas : 
Kunjungan ke kampung selama kurang lebih 3 hari tiap kampung, 
memberikan paket pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan , 
transfer pelayanan dan rujukan ke Puskesmas dan RS 

2) : Putaran : 
Setelah paket pelayanan di kampung (15 hari) selesai, tim kembali ke 
Base Camp 5 hari (istirahat, mengisi perbekalan dan melengkapi 
administrasi dan laporan). Setiap kampung dikunjungi 2 kali/ 3 bulan. 

b. Pe aksanaan Mobile Clinic menggunakan prinsip sebagai berikut: 
1) ; pelayanan terpadu (integrasi) dan komprehensif dengan prioritas 

AIDS, TB, Malaria, KIA dan Gizi, 
2) terkoordinasi dengan institusi setempat, 
3) ; sasaran total coverage, 
4) · pengumpulan data dan informasi 
5) alih pengetahuan dan keterampilan kepada petugas yankes yang ada 

didaerah sasaran 

c. Pe :siapan bagi tim setempat 
1) Melaksanakan koordinasi dengan Pemda, kesehatan, TOMA, TOGA, 

Ad at 
2) Penyiapan data masyarakat 
3) Penyiapan tempat dan sarana pendukung 
4) Penjelasan, pengerahan dan pengumpulan masa 
5) Keamanan 

d. Pe ,siapan mobile tim 
1) Kesiapan tenaga tim (tenaga kesehatan dan porter) 
2) Kesiapan logistik 

• Alat medis 
• Laboratorium 
• Reagen dan bahan 
• Obat dan Vitamin 
• Kits pelayanan 
• Alat admin & dokumen 
• (Listrik) 
• Konsumsi 

3) Kesiapan transportasi dan komunikasi 
4) Kesiapan akomodasi 
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7. Tern at dan waktu Pelaksanaan Operasional 
Mulai dilaksanakan bulan April, lokasi Kab. Sarmi, Waropen dan Merauke 
Kegia an Tahap I dimulai pada akhir bulan Juni di 13 Kabupaten 
Yang ilanjutkan pada tahap 2 dan 3. 

Pada tahap awal, pelaksanaan mobile clinic ditujukan ke 2 (dua) distrik 
priorit s di masing-masing kabupaten. Jadwal pelaksanaan mobile team 
diser 'hkan kepada tiap kabupaten mengingat kondisi cuaca, adat dan 
dises ! aikan dengan jadwal sarana transportasi yang digunakan. 

i 

8. Monit ring dan Evaluasi 
Manit ring dan evaluasi adalah suatu kegiatan evaluasi program untuk 
meng mati, mengidentifikasi serta mengantisipasi terhadap pelaksanaan 
kegiat 'n percepatan pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan 
daera ; yang berada di Propinsi Papua dan Papua Barat 

Pola pemba ian peran dalam mendukung tim Mobile Clinic, dapat digambarkan 
sebagai beri ~t: 

Peran 
Pus at Pro insi Kabu ateniKota 

Ketenagaan );;> Tenaga Strategis Mengkoordinasi );;> Tenaga dokter 
(Dr Spesialis, dr, kebutuhan& spesialis, dr, drg, 
drg, Bidan) distribusi tenaga Bidan, perawat, 

Laboratorium, 
Surveilans, gizi 
dsb. 

Peralatan );;> Penyiapan );;> Penyi~pan );;> Penyiapan 
dukungan dukungan peralatan 

La an an 
Peningkata . );;> Pendanaan dan );;> Koordinator );;> Koordinator Tim 
Kompetensi pelaksanaan Lap lapangan 
SDM pelatihan );;> Koord 

Pelatihan 
Bahan dan Buffer Stock );;> Buffer Stock );;> Banan dan Obat 

);;> Bantuan PHLN Kab/Kota 

B. PENGUA AN SISTEM YANG ADA 
Penguata . sistim pelayanan yang ada diarahkan untuk memperkuat Puskesmas 
dan Rum h Sakit sebagai sarana rujukan serta membina kader untuk mendukung 
kelanjuta program tersebut. 

1. Saran . pelayanan (Puskesmas dan Rumah Sakit) 
Ruma Sakit dan Puskesmas (bila memungkinkan) harus dapat menerima dan 
mera . t dengan baik pasien rujukan yang ditemukan oleh team mobile clinic 
maup ;n pasien yang secara aktif datang langsung, baik kasus HIV/AIDS, TBC, 
Malari maupun Kesehatan lbu, Kesehatan Anak dan Gizi. 
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Hal y 'ng perlu diperhatikan bagi terselenggarakannya pelayanan tersebut di 
saran : pelayanan ini adalah : 
a. G ,neral Precaution 
b. S 'rana dan peralatan rawat inap 
c. S :rana dan peralatan Gawat Darurat 

2. Siste · rujukan 
Dalam: sistem rujukan pe1lu disusn secara lebih terinci tentang pola 
pembi : yaan serta mekanisme rujukan yang disepakati melihat kondosi medan 
yang · erat dan terpencar pen car. Perlu dipikirkan adanya tim yang khusus 
bertug ' s untuk menjemput pasien dari kampung ke puskesmas atau RS dan 
meng :ntar mereka kembali ke kampungnya masing-masing seperti yang 
dilaku an di Malaysia dalam memberikan kepada suku terasing. 

3. Kader 
Pembi aan kader merupakan salah satu upaya penting yang diperlukan untuk 
berlan , sungnya upaya yang optimal dalam penanggulangan masalah 
keseh , tan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya tenaga kesehatan di daerah 
pedal ,man, tenaga kader berperan dalam membantu Puskesmas memonitor 
kondis · pasien yang memerlukan perawatan yang lama seperti TBC, HIV/AIDS, 

I 

Gizi 8 : ruk serta dalam rangka surveilens terhadap kondisi kesehatan wilayah 
terseb : t yang mencakup utamanya kejadian penyakit menular serta kondisi 
keseh ·tan ibu dan anak. 

Pemb ntukan dan pembinaan kader kesehatan menjadi satu hal penting 
karen pola penduduk yang berpindah-pindah sehingga menyulitkan 
pema :tauan dari puskesmas dan jaringannya. Kader kesehatan bisa diambil 
dari p nduduk yang mempunyai minat tentang kesehatan dan berasal dari 
keluar . a tokoh masyarakat. 

4. Siste . komunikasi dan informasi 
Merup kan suatu kewajiban untuk merancang system komunikasi dan 
inform si di Tanah Papua, mengingat keterisolasian daerah tersebut. System 
komu lkasi yang paling memungkinkan adalah dengan menggunakan satelit 
yang : kup mahal operasionalnya. 

5. Penc , tan dan Pelaporan 
Penca atan dan pelaporan kegiatan bisa menggunakan format yang ada 
selam : ini, dengan memperhatikan difinisi operasional untuk masing-masing 
indikat r. 

Dis am • ing hal tersebut diatas, Din as Kesehatan Kabupaten/Kota harus mulai 
merint s rencana jangka panjang yang diarahkan pada : 
1. P 'rencanaan dan penganggaran terpadu 
2. C pacify Building 
3. P :ncatatan dan pelaporan (termasuk sistim lnformasi) 
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IV. DUKUNG: N RENCANA INTERVENSI JANGKA PENDEK 

Pemenuh n kebutuhan tenaga kesehatan untuk program P2KTP menemui 
beberapa ambatan tersendiri baik dari jumlah peminat penempatan tenaga dari 
pusat rna :pun keterbatasan jumlah tenaga kesehatan putra-putri asli Papua yang 
tersedia. . ntuk itu dibutuhkan suatu kebijakan khusus bagi penempatan tenaga 
kesehatan:di Tanah Papua. 

Pola pene . patan tenaga disesuaikan ketentuan yang berlaku yaitu : 
1. Peng ngkatan oleh pusat untuk tenaga kesehatan spesifik (do!der spesialis, 

dokte dokter gigi dan bidan) 
2. Peng ngkatan oleh daerah untuk tenaga kesehatan baik tenaga spesifik 

rna up . n tenaga lainnya. 

Dalam re · cana intervensi jangka pendek maka kegiatan yang berkaitan dengan 
I 

masalah 'etenagaan adalah : 
1. Rekru tmen tenaga : 

a. T naga untuk kegiatan Team Mobile Clinic 
b. T naga untuk mendukung pelayanan di Puskesmas 
c. r ' naga untuk mendukung pelayanan di Rumah sakit 

2. Pelati · an/pembekalan 
Pelati · an/pembekalan tenaga yang tergabung dalam tim mobile clinic 
meru akan: 
a. : giatan Dinamika kelompok untuk mengikat kesatuan kelompok 
b. P: mbekalan berbagai kegiatan program yang harus dilaksanakan. 

Untuk me. dukung kegiatan mobile clinic, perlu dilakukan koordinasi yang baik 
tentang p. mbiayaan. Mengingat dana yang digunakan merupakan dana yang 
berasal d :ri berbagai bersumber maka perlu dilakukan koordinasi secara baik di 
tingkat ka : upaten/kota, maupun Propinsi dan Pusat. Pola pembiayaan dapat pula 
didukung · leh swasta melalui dana CSR ataupun bantuan luar negeri. 

I 

Berdasar · n rencana yang dikembangkan maka pola pembiayaan : 

Peningk tan 
Kompete . si 
SDM 
Bahan 
Obat 

dan 

Pusat 
P2KTP 

P2KTP 

APBN 

Peran 
Provinsi Kabu aten/Kota 

DAU 
DAK, DAU 

P2KTP 

Dekon DAU 
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Pembang ,nan kesehatan di Tanah Papua mendapat perhatian yang besar baik 
dari peme intah pusat, daerah, masyarakat maupun dunia lnternasional. Untuk 
menyatuk n gerak langkah dan perencanaan bidang kesehatan diperlukan 
pedoman. : 

Pedoman , pelaksanaan ini merupakan bagian dari kebijakan percepatan 
pembangu an Papua dan Papua Barat bidang kesehatan yang diharapkan dapat 
membantu!percepatan pembangunan kesehatan di Tanah Papua. 

KESEHATAN, 
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